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INTISARI

Tingginya jumlah permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan di
Kantor Pertanahan Kota Semarang memerlukan dukungan sumber daya
manusia yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui
keterlibatan Surveyor Berlisensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran Surveyor Berlisensi, tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan
pemetaan, serta menganalisis pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap
efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota
Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif dan asosiatif. Variabel peran Surveyor Berlisensi dianalisis
berdasarkan Teori Peran Biddle yang meliputi harapan peran, perilaku peran,
dan kinerja peran. Variabel efektivitas pelayanan dianalisis menggunakan
Teori Efektivitas Organisasi Steers yang terdiri atas produktivitas, efisiensi,
kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau total sampling. Pengumpulan
data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, regresi
linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan /BM SPSS
Statistics 26 terhadap 34 responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi
memperoleh nilai rata-rata 3,44 dan efektivitas pelayanan pengukuran dan
pemetaan memperoleh nilai rata-rata 3,34. Keduanya termasuk dalam kategori
sangat tinggi. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa peran
Surveyor Berlisensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
pelayanan dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi sebesar
60,6%. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran,
kelengkapan gambar ukur, dan pengolahan data secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan teknis. Sementara itu, hasil dokumentasi
mengenai pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan menunjukkan
capaian penyelesaian pelayanan yang mendukung hasil analisis statistik.
Dengan demikian, peran Surveyor Berlisensi berkontribusi dalam mendukung
efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota
Semarang.

Kata kunci: Surveyor Berlisensi, Peran, Efektivitas Pelayanan, Pengukuran,
Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Semarang.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui perannya
tersebut, Kementerian ATR/BPN menyediakan data pertanahan yang akurat
dan memiliki kepastian hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional (Widiyantoro & Rineksi, 2024). Kepastian hukum atas tanah menjadi
fondasi utama dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk
perumahan, investasi, infrastruktur, serta tata ruang wilayah (Hapsoro dkk.,
2024). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak
hanya berfokus pada penerbitan sertipikat hak atas tanah, tetapi juga
memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan tertib, transparan,
dan akuntabel melalui tata kelola pertanahan yang baik (Wulan & Mustam,
2016).

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pembangunan,
pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) 2025-2029 terdapat salah satu prioritas yang ingin dicapai yaitu
“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”. Ketersediaan sumber
daya manusia yang kompeten serta memiliki daya saing dan didukung oleh
kelembagaan yang profesional menjadi faktor penting untuk mewujudkan
pelayanan pertanahan yang baik. Dengan demikian, penguatan kualitas SDM
dan kelembagaan sektor pertanahan menjadi prasyarat penting agar pelayanan
pertanahan dapat berjalan efektif serta mendukung iklim berusaha dan investasi

sebagaimana tujuan pembangunan nasional (Siregar, 2024).



Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penyelenggaraan layanan
pertanahan dituntut untuk berlangsung lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,
sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum
dan kemudahan akses layanan pertanahan. Untuk mencapai sasaran tersebut,
diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai,
khususnya dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagai dasar
penyusunan data pertanahan (Mujiati & Aisiyah, 2022).

Perhatian terhadap peningkatan SDM ini kemudian diwujudkan
melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang mengatur peran tenaga
profesional di bidang survei dan pemetaan, termasuk surveyor berlisensi.
Perkembangan kebijakan mengenai profesi ini telah melalui perjalanan
panjang yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat
kelembagaan sekaligus profesionalitas SDM di bidang pertanahan (Ratrianto
dkk., 2022).

Berbagai regulasi telah disusun secara bertahap untuk memberikan
dasar hukum yang jelas sehingga surveyor berlisensi dapat berperan optimal
dalam mendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan. Berikut merupakan
aturan yang mengatur perkembangan profesi Surveyor Berlisensi di Indonesia:

1. PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998;

2. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2013;

3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 jo 8 Tahun
2022.

Ketentuan mengenai Surveyor Berlisensi saat ini mengacu pada
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022. Peraturan tersebut
memuat ketentuan mengenai pengangkatan, pelaksanaan tugas, serta
kewajiban profesi Surveyor Berlisensi yang meliputi Surveyor Kadastral dan

Asisten Surveyor Kadastral. Sebagai bagian dari upaya pembinaan,
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pengawasan, dan peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi
diwajibkan untuk membentuk atau menjadi bagian dari Kantor Jasa Surveyor
Berlisensi (KJSB). Namun demikian, keanggotaan dalam KIJSB tidak
membatasi Surveyor Berlisensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei dan
pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kementerian ATR/BPN,
Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan (Dewi dkk., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8
Tahun 2022, kegiatan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Surveyor
Berlisensi pada lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, maupun
Kantor Pertanahan meliputi:

1. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali;

2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;

3. Pengadaan Tanah; dan

4. Layanan dan Kegiatan di Bidang Pertanahan dan Ruang Lainnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Surveyor
Berlisensi tidak hanya terbatas pada penyusunan data bidang tanah, tetapi juga
mendukung penyediaan data spasial yang diperlukan dalam pelaksanaan
layanan pertanahan dan ruang (Mappatombong et al., 2020)(Mappatombong et
al., 2020)(Mappatombong dkk., 2020).

Perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan menunjukkan
adanya kecenderungan pemanfaatan ruang secara vertikal, baik pada ruang di
atas permukaan tanah maupun ruang bawah tanah. Kondisi tersebut
menyebabkan pengelolaan pertanahan semakin kompleks karena sistem
kadaster konvensional yang masih berbasis dua dimensi (2D) belum
sepenuhnya mampu merepresentasikan batas ruang secara tiga dimensi. Oleh
karena itu, diperlukan dukungan informasi spasial yang lebih rinci melalui
konsep kadaster tiga dimensi (3D cadastre) untuk mengakomodasi hak,
pembatasan, dan tanggung jawab secara jelas serta mengurangi potensi konflik

pemanfaatan ruang (Salleh dkk., 2022).
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Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui
Kementerian ATR/BPN mulai mengembangkan konsep kadaster tiga dimensi
sebagai bagian dari modernisasi pemetaan pertanahan untuk mendukung
pengelolaan ruang vertikal (Mappatombong dkk., 2020). Dengan demikian
kewenangan surveyor berlisensi pada layanan pertanahan dan ruang menjadi
relevan untuk mendukung penyediaan data spasial yang akurat sebagai dasar
pengelolaan ruang tiga dimensi tersebut.

Penerapan kebijakan mengenai Surveyor Berlisensi telah dilakukan di
berbagai wilayah, termasuk Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu
kota dari Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang
tinggi dan dinamika pembangunan yang sangat cepat, hal tersebut berbanding
lurus dengan kebutuhan terhadap layanan pertanahan. Secara administratif,
Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, yang menjadikan
cakupan wilayah pelayanan pertanahan sangat luas dan karakteristik yang
beragam (BPS, 2025)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Kantor Pertanahan Kota Semarang termasuk
dalam kategori Kantor Pertanahan Tipe A yang ditandai dengan tingginya
jumlah pelayanan. Berdasarkan data jumlah layanan pertanahan mencapai rata-
rata per bulan = 15.000 bidang (dengan 20 sampai 22 hari kerja sehingga rata-
rata 650 — 750 bidang) layanan tersebut meliputi permohonan pendaftaran
tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengukuran bidang
tanah, pengelolaan pengaduan, pengaturan dan penataan pertanahan (Wulan &
Mustam, 2016).

Menurut informasi yang diperoleh dari petugas Kantor Pertanahan Kota
Semarang, pada tahun 2025 Seksi Survei dan Pemetaan didukung oleh sumber
daya manusia yang terdiri atas 40 pegawai dan 22 Surveyor Berlisensi.
Susunan pegawai tersebut meliputi 1 Kepala Seksi, 3 Koordinator Kelompok
Substansi, 5 Petugas Ukur ASN, 6 Petugas Administrasi Berkas, 2 Penata

Layanan Operasional, 20 Petugas Pemetaan, dan 3 Petugas Arsip Pemetaan. Di
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sisi lain, jumlah permohonan pelayanan pengukuran yang diterima rata-rata
mencapai 20 hingga 30 berkas per hari. Tingginya volume pelayanan tersebut
memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai agar pelaksanaan
pelayanan pengukuran dan pemetaan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena
itu, selain dilaksanakan oleh Petugas Ukur ASN, kegiatan pengukuran dan
pemetaan juga didukung oleh Surveyor Berlisensi sebagai tenaga profesional
yang membantu pelaksanaan pekerjaan teknis pengukuran dan pemetaan.

Penelitian Rachmawati dan Silviana (2023) menunjukkan bahwa
keterlibatan Surveyor Berlisensi memberikan dampak positif terhadap
percepatan proses pengukuran dan peningkatan kualitas data pertanahan.
Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Raihan dkk. (2023) yang
menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan Surveyor Berlisensi
efektif dalam mempercepat pelayanan pengukuran dan pemetaan serta
meminimalkan potensi ketidaksesuaian data bidang tanah. Namun, penelitian
tersebut masih lebih banyak menjelaskan kontribusi Surveyor Berlisensi dalam
mendukung percepatan pelayanan secara umum. Kajian tersebut belum secara
khusus mengukur pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas
pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin di Kantor
Pertanahan.

Penerapan kebijakan yang melibatkan tenaga profesional sebagai mitra
pemerintah dalam mengatasi sumber daya menjadi dasar penting untuk
memahami bagaimana Surveyor Berlisensi menjalankan tugasnya. Dalam hal
ini, Teori Peran (Role Theory) yang dikemukakan oleh Biddle memberikan
landasan analisis yang relevan (Biddle, 1986). Teori ini menjelaskan bahwa
setiap individu dalam organisasi memiliki harapan peran, perilaku peran, dan
kinerja peran yang harus dijalankan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan kata lain, ada seperangkat harapan normatif yang ditetapkan melalui
regulasi, ada perilaku aktual yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas, serta

ada hasil kinerja yang dapat diukur (Nugroho & Arundinasari, 2025).



Meskipun keberadaan Surveyor Berlisensi berkontribusi dalam
mempercepat pelayanan pengukuran dan pemetaan, pelaksanaannya di
lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan
koordinasi antara Surveyor Berlisensi dan petugas ukur kantor pertanahan
terkait perbedaan penerapan standar teknis. Hambatan implementasi kebijakan
surveyor berlisensi sering kali disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara
prosedur kerja pemerintah di kantor pertanahan dan pihak profesional di
lapangan, sehingga tingkat efektivitas yang diharapkan belum sepenuhnya
tercapai (Wahyono, 2018).

Untuk menilai kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak
hanya melihat pelaksanaan peran Surveyor Berlisensi, tetapi juga
mengevaluasi keseluruhan pelayanan pengukuran dan pemetaan. Salah satu
pendekatan yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi dari Steers
(1985) dalam (Nugraha, 2020) yang mengukur efektivitas melalui indikator
produktivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna. Dalam
konteks kantor pertanahan, indikator tersebut tercermin dari jumlah bidang
terukur, ketepatan waktu penyelesaian, akurasi hasil pengukuran, kelancaran
administrasi, serta kepuasan pegawai kantor pertanahan sebagai pengguna
layanan. Pendekatan ini memungkinkan efektivitas pelayanan pengukuran dan
pemetaan dinilai secara lebih terukur dan objektif berdasarkan perspektif
pegawai kantor pertanahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Surveyor
Berlisensi dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Ratrianto dkk. (2022)
membahas peran Surveyor Berlisensi dalam mendukung percepatan
pendaftaran tanah secara nasional, sedangkan Wahyono (2018) menyoroti
peran Surveyor Berlisensi dalam pelaksanaan PTSL. Sementara itu, Zaenuri
(2019) mengkaji peran KJSB dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten
Karanganyar. Kajian tersebut umumnya berfokus pada program pendaftaran
tanah, terutama PTSL, yang banyak berkaitan dengan wilayah kabupaten atau

non-perkotaan.



Pada wilayah non-perkotaan, kendala pelayanan pengukuran dan
pemetaan cenderung berkaitan dengan luasnya bidang tanah, akses lokasi,
keterbatasan tenaga ukur, serta kelengkapan batas bidang tanah (Artika, 2020).
Berbeda dengan itu, wilayah perkotaan memiliki karakteristik pelayanan yang
lebih kompleks karena volume permohonan lebih tinggi, bidang tanah lebih
padat, kebutuhan layanan lebih beragam, serta berpotensi menimbulkan
persoalan data spasial seperti gap dan overlap, terutama pada wilayah dengan
kepadatan lahan dan kompleksitas kepemilikan yang tinggi (Setiawan dkk.,
2025). Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hasil kajian pada
wilayah non-perkotaan belum sepenuhnya dapat menjelaskan efektivitas
pelayanan pengukuran dan pemetaan pada wilayah perkotaan. Oleh karena itu,
penelitian mengenai pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas
pelayanan pengukuran dan pemetaan pada permohonan rutin di Kantor
Pertanahan Kota Semarang masih perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, tingginya jumlah permohonan pelayanan
pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang memerlukan
dukungan sumber daya manusia yang memadai melalui keterlibatan Surveyor
Berlisensi dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Meskipun
Surveyor Berlisensi telah dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan,
kontribusinya terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di
Kantor Pertanahan Kota Semarang belum pernah diukur secara empiris.
Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana
peran Surveyor Berlisensi berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan
pengukuran dan pemetaan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Pengaruh
Peran Surveyor Berlisensi terhadap Efektivitas Pelayanan Pengukuran dan
Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang” penting dilakukan sehingga
dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam

mengoptimalkan peran Surveyor Berlisensi.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh peran surveyor Dberlisensi terhadap
efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan
Kota Semarang?

Rumusan masalah tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa rumusan

masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana rata-rata pelaksanaan peran Surveyor Berlisensi dalam
pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang
yang ditinjau dari harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran?

2. Bagaimana tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di
Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditinjau dari produktivitas,
efisiensi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna layanan?

3. Bagaimana pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas

layanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Menganalisis peran Surveyor Berlisensi dalam pelayanan pengukuran
dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Teori
Peran Biddle yang terdiri atas harapan peran, perilaku peran, dan kinerja
peran.

b. Menganalisis tingkat efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di
Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan Teori Efektivitas
Organisasi Steers yang terdiri atas produktivitas, efisiensi, kualitas
layanan, dan kepuasan pengguna.

c. Menganalisis pengaruh peran Surveyor Berlisensi terhadap efektivitas
pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota

Semarang.



2. Manfaat dan kegunaan penelitian
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan
memperkaya kajian mengenai peran Surveyor Berlisensi serta efektivitas
pelayanan pengukuran dan pemetaan berdasarkan teori peran dan teori
efektivitas organisasi.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang, sebagai bahan evaluasi
untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pengukuran dan
pemetaan.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN, sebagai bahan masukan dalam
perumusan kebijakan tentang Surveyor Berlisensi.
3. Bagi Surveyor Berlisensi / KJSB, sebagai bahan perbaikan
profesionalisme dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengukuran

dan pemetaan.
D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan permohonan pelayanan yang
melibatkan kegiatan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan kewenangan
Surveyor Berlisensi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 9 Tahun
2021 jo Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2022. Adapun batasan penelitian ini
meliputi:

1. Kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Surveyor
Berlisensi sesuai dengan kewenangannya pada pelayanan pendaftaran
tanah pertama kali sporadik, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan
layanan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

2. Pelayanan yang diamati dibatasi hanya pada permohonan pengukuran dan
pemetaan kadastral, pemecahan, pemisahan, penggabungan, dan penataan

batas.



pengukuran dan pemetaan terhadap 3.860 berkas atau 59,43% dari total berkas
pelayanan dengan jumlah bidang sebanyak 6.865 bidang atau 62,04% dari total
bidang yang dikerjakan. Sementara itu, Petugas Ukur ASN melaksanakan
kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap 2.635 berkas atau 40,57% dari
total berkas pelayanan dengan jumlah bidang sebanyak 4.200 bidang atau
37,96% dari total bidang yang dikerjakan.

Persentase pelaksanaan kegiatan yang lebih besar oleh Surveyor
Berlisensi menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan pelayanan
pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang didukung oleh
keterlibatan Surveyor Berlisensi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
keberadaan Surveyor Berlisensi memberikan kontribusi yang nyata dalam
mendukung pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan. Dengan
demikian, hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa Peran Surveyor
Berlisensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelayanan
Pengukuran dan Pemetaan memiliki kesesuaian dengan kondisi operasional
yang ditemukan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi
Surveyor Berlisensi tidak hanya tercermin secara statistik, tetapi juga terlihat
secara empiris melalui dominasi pelaksanaan kegiatan pengukuran dan

pemetaan selama periode penelitian.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran Surveyor

Berlisensi terhadap efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor

Pertanahan Kota Semarang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Surveyor Berlisensi dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan di
Kantor Pertanahan Kota Semarang berada pada kategori sangat tinggi
dengan nilai rata-rata sebesar 3,44. Nilai tersebut diperoleh dari indikator
harapan peran sebesar 3,51, perilaku peran sebesar 3,35, dan kinerja peran
sebesar 3,46. Ketiga indikator tersebut berada pada rentang 3,26 sampai
4,00, sehingga seluruhnya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa Surveyor Berlisensi telah menjalankan
perannya secara baik, baik dari sisi kesesuaian tugas dan kewenangan,
perilaku kerja dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan, maupun
kontribusi hasil pekerjaan terhadap pelayanan pertanahan. Temuan ini
diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan adanya
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan surat tugas, perjanjian kerja sama,
pedoman teknis, penggunaan peralatan pengukuran, serta tanggung jawab
terhadap hasil pekerjaan.

2. Efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota
Semarang berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar
3,34. Nilai tersebut diperoleh dari indikator produktivitas layanan sebesar
3,34, efisiensi layanan sebesar 3,34, kualitas layanan sebesar 3,35, dan
kepuasan pengguna layanan sebesar 3,35. Seluruh indikator berada pada
rentang 3,26 sampai 4,00, sechingga termasuk kategori sangat tinggi. Data
dokumentasi menunjukkan bahwa dari 3.860 berkas yang ditangani oleh
Surveyor Berlisensi, sebanyak 3.328 berkas atau 86,2% telah selesai,
sedangkan 532 berkas atau 13,8% masih belum selesai. Dari aspek

ketepatan waktu, terdapat 481 berkas atau 14,5% yang selesai tepat waktu
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dan 2.778 berkas atau 83,5% yang selesai tidak tepat waktu. Dengan
demikian, meskipun efektivitas pelayanan secara umum berada pada
kategori sangat tinggi, aspek ketepatan waktu masih menjadi bagian yang
perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa
pelaksanaan pengukuran memiliki tingkat kesesuaian sebesar 80%,
kelengkapan gambar ukur sebesar 88%, dan pengolahan data hasil
pengukuran sebesar 91%. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas teknis
pelayanan pengukuran dan pemetaan secara umum telah berjalan sesuai
ketentuan, meskipun masih terdapat beberapa aspek administrasi teknis
yang perlu diperbaiki.
. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa peran Surveyor Berlisensi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan
pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hal ini
ditunjukkan oleh persamaan regresi:

Y =9,154+1,197X
Nilai koefisien regresi sebesar 1,197 menunjukkan bahwa setiap
peningkatan satu satuan pada peran Surveyor Berlisensi akan meningkatkan
efektivitas pelayanan sebesar 1,197 satuan. Nilai signifikansi sebesar 0,000
< 0,05 dan nilai t hitung 7,019 > t tabel 2,037 menunjukkan bahwa HO
ditolak dan Ha diterima.
Nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,606 menunjukkan
bahwa peran Surveyor Berlisensi mampu menjelaskan variasi efektivitas
pelayanan sebesar 60,6%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi
oleh faktor lain di luar penelitian, seperti sistem kerja, sarana dan prasarana,
pemanfaatan teknologi, koordinasi internal, beban administrasi, serta
prosedur pelayanan.
Temuan statistik tersebut diperkuat oleh data operasional yang
menunjukkan bahwa dari total 6.495 berkas pelayanan, Surveyor Berlisensi
menangani 3.860 berkas atau 59,43%, sedangkan Petugas Ukur ASN

menangani 2.635 berkas atau 40,57%. Dari sisi bidang, Surveyor Berlisensi
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menangani 6.865 bidang atau 62,04% dari total 11.065 bidang, sedangkan
Petugas Ukur ASN menangani 4.200 bidang atau 37,96%.

Dengan demikian, keterlibatan Surveyor Berlisensi tidak hanya terbukti
berpengaruh secara statistik, tetapi juga terlihat secara operasional melalui
besarnya porsi pekerjaan yang ditangani dalam pelayanan pengukuran dan

pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut.

1.

Bagi Kantor Pertanahan Kota Semarang, perlu dilakukan penguatan
koordinasi antara Petugas Ukur ASN dan Surveyor Berlisensi, khususnya
dalam penerapan standar teknis pengukuran dan pemetaan, sehingga
kualitas hasil pekerjaan dapat lebih seragam dan mendukung peningkatan
ketepatan waktu penyelesaian pelayanan.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
optimalisasi peran Surveyor Berlisensi melalui penguatan pembinaan,
pengawasan, serta penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan.

Bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Ibrohim dan Surveyor
Berlisensi, perlu dilakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan
serta penguatan pengendalian mutu terhadap hasil pengukuran dan
pemetaan agar kualitas data fisik yang dihasilkan tetap memenuhi standar
teknis yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain
yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pengukuran dan pemetaan,
seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta
sarana dan prasarana, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai efektivitas pelayanan pertanahan.
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